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LANDASAN TEORI

II.1 LANDASAN HUKUM
1. Safety Of Life At Sea (SOLAS) Tahun 1974 amandemen 2014 Seksi III – Kapal Penumpang dalam Peraturan 21 tentang Perahu Penyelamat dan Sekoci Penyelamat, pada Peraturan 22 dan Peralatan Penyelamat Jiwa Pribadi yang menjadi bagian dari persyaratan kelaiklautan kapal penumpang.
Beberapa alat yang termasuk dalam peralatan keselamatan, yaitu :
a. Sekoci Penyelamat
b. Pelampung Penolong
c. Jaket Penolong
d. Perahu Penolong (Rakit Penolong)

2. Regulation 26  Additional requirements for ro-ro passenger ships 
1. This regulation applies to all ro-ro passenger ships. Ro-ro passenger ships constructed: 
1.1 on or after 1 July 1998 shall comply with the requirements of paragraphs 2.3, 2.4,3.1,3.2,3.3, I   and 5;
1.2 	on or after 1 July 1986 and before 1 July 1998 shall comply with the requirements of paragraph 5 not Iater than the first periodical survey after 1 luly 1998 and with the requirements of paragraphs 2.3,2.4,3 and 4 not later than the first periodical survey after 1 July 2000;
1.3	before 1 July 1986 shall comply with the requirements of paragraph 5 not later than the first periodical survey after 1 July 1998 and with the requirements of paragraphs 2.1,2.2,2.3,2.4,3 and 4 not later than the first periodical survey after 1 July 2000;
1.4 and before 1 luly 2OO4 shall comply with the requirements of paragraph 2.5 not later than   the first survey on or after that date.
2.   Liferafts
2.1 The ro-ro passenger ship's liferafts shall be served by marine evacuation systems complying with the requirements of section 6.2 of the Code or launching appliances complying with the requirements of paragraph 6.1.5 of the Code, equally distributed on each side of the ship.
2.2 Every liferaft on ro-ro passenger ships shall be provided with float-free stowage arrangements complying with the requirements of regulation 13.4. 
2.3 Every liferaft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp  complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the Code, as appropriate.
2.4	Every liferaft on ro-ro passenger ships shall either be automatically self-righting or be a canopied reversible liferaft which is stable in a seaway and is capable of operating safely whichever way up it is floating. Alternatively, the ship shall carry automatically self-righting liferafts or canopied reversible Iiferafts, in addition to its normal complement of liferafts, of such aggregate capacity as will accommodate at least 50% of the persons not accommodated in lifeboats. This additional liferaft capacity shall be determined on the basis of 're difference between the total number of persons on board and the number of persons accommodatecl in ieboats' Every such liferaft shall be approved by the Administration having regard to the recommendations. clopted by the Organization.
2.5 Liferafts carried on ro-ro passenger ships shall be fitted with a search and rescue locating device in the 'atio of one search and rescue locating device for every four liferafts. The search and rescue locating device shall be mounted inside the liferaft so iIs antenna is more than one metre above the sea level when the liferaft s deployed, except that for canopied reversible liferafts the search and rescue locating device shall be so 'rrranged as to be readily accessed and erected by survivors. Each search and rescue locating device shall be arranged to be manually erected when the liferait is deployed. Containers of liferafts fitted with search and 'escue locating devices shall be clearly marked.
3.   Fast rescue boats
3.1  At least one of the rescue boats on a ro-ro passenger ship shall be a fast rescue boat complying with section 5.1.4 of the Code."' 
3.2 Each fast rescue boat shall be served by a suitable launching appliance complying with section 6.1.7 of ihe Code. 
3.3 At least two crews of each fast rescue boat shall be trained and drilled regularly having regard to the Seafarers Training, certification and watchkeeping (srcw) Code and recom#endations adopted by the organization,t including all aspects of rescue, hlndling, manoeuvring, operating these craft in various conditions, and righting them after capsize. 
3.4 ln the case where the. arrangement or size of a ro-ro passenger ship, constructed before 1 )uly 1997, is such as to prevent the installation of the fast rescue boat required by paragraph
1. 	the fast rescue boat installed is served by a launching appliance complying with the provisions of paragraph 3.2;
2.	 the capacity of the survival craft lost by the above substitution is compensated by the installation of liferafts capable of carrying at least an equal number of persons served by the lifeboat replaced; and 
3.	 such liferafts are served by the existing launching appliances or marine evacuation systems.
4.   Means of rescuet
4.1 Each ro-ro passenger ship shall be equipped with efficient means for rapidly recovering survivors from the water and transferring survivors from rescue units or survival craft to the ship.
4.2 The means of transfer of survivors to the ship may be part of a marine evacuation system, or may be part of a system designed for rescue purposes. 
4.3 	lf the slide of a marine evacuation system is intended to provide the means of transfer of survivors to the deck of the ship, the slide shall be equipped with hancilines or ladders to aid in climbing up the slide. 
5.   Lifejackets 
5.1 Notwithstanding the requirements of regulations 7.2 and 22.2, a sufficient number of lifejackets shal stowed in the vicinity of the muster stations so that passengers do not have to return to their cabins to col e their lifejackets. 
5.2  ln ro-ro passenger ships, each lifejacket shall be fitted with a light complying with the requirements ' paragraph 2.2.3 of the Code.


3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
     Dalam pasal 5 ayat (1) pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :
a. Pengaturan
b. Pengendalian
c. Pengawasan
     Pasal 124 ayat (2) keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
     Pasal 117 ayat (2) kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
Dalam pasal 5 ayat (1) Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : 
a. Keselamatan kapal; 
b. Pengawakan kapal; 
c. keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; 
d. Pemuatan; dan 
e. Status hukum kapal.         
     Dalam pasal 84 ayat (1) Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.


5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan
Dalam pasal 61 ayat (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
a. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
b. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
c. Memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
d. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
e. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
f. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
     Pasal 1 ayat (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
     Pasal 1 ayat (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.
     Pasal 1 ayat (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi: 



a. Sumber Daya Manusia;
b. Sarana dan/atau Prasarana;
c. Standar Operasional Prosedur;
d. Lingkungan
II.2 LANDASAN TEORI
1. Transportasi
     Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2004: 4)

2. Kapal
     Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung yang dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Sasono, 2012: 1).

3. Kapal Penyeberangan
     Menurut Ir. Iskandar Abu Bakar dkk tahun 2011, Sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki karakteristik tersendiri 
Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga) :
a. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
b. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
c. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

4. Ro/Ro (Roll on/ Roll off)
     Ro/Ro atau biasa disebut Roll on/Roll off yaitu Jenis kapal dengan pergerakan pemindahan muatan secara mendatar atau horizontal (Kramadibrata, 2002: 9). Tenaga pemindahan ini dapat dilakukan dengan tenaga manusia atau mesin menyatu diri.
Jenis-jenis kapal Ro/Ro ini diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Kapal Feri jarak pendek
b. Kapal Feri jarak menengah
c. Kapal Feri jarak jauh

5. Alur Pelayaran 
     Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan, dianggap aman dan laik untuk dilayari oleh kapal laut,
sungai atau danau.

6. Kelaiklautan kapal
     Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

7. Keselamatan Kapal
     Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang meliputi :
a. Material;
b. Konstruksi;
c. Bangunan;
d. Permesinan dan pelistrikan;
e. Stabilitas;
f. Tata susunan serta perlengkapan termasuhk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
g. Elektronik kapal.
8. Kecelakaan Kapal 
     Kecelakaan Kapal adalah musibah yang menimpa kapal yang disebabkan antara lain oleh peristiwa :
a. Tabrakan / Tubrukan
b. Kebakaran
c. Kandas
d. Tenggelam
e. Kebocoran
f. Pencemaran
g. Orang jatuh ke laut

     Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kapal adalah sebagai berikut :
a. Faktor alam
Cuaca yang tidak bisa ditebak sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan seperti terjadinya gelombang, badai dan lain sebagainya.
b. Faktor Teknis
Kerusakan mesin sering menjadi  penyebab utama terjadi kecelakaan.
c. Faktor manusia
Kelalaian manusia sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, seperti kesalahan saat navigasi dan sebagainya.
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